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ABSTRAK 
PELAKSANAAN PASAL 156 HURUF a DAN b KOMPILASI HUKUM ISLAM 

TERHADAP HADHANAH PADA ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ 
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 118/PDT.G/2018/PA.Mdn) 

Oleh 
ILMA NOVIA DESTRI HS 

158400019 
 
 
Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih di bawah umur, karena ia 

membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. 
Tidak terkecuali terhadap anak-anak yang kedua orang tuanya telah bercerai, tidak jarang 
permasalahan hadhonah ini sering menimbulkan masalah dan sengketa diantara kedua belah 
pihak yang bercerai. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pelaksanaan Pasal 156 
huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam terhadap hadhonah anak yang belum mumayyiz dan 
bagaimana penyelesaian sengketa atas hadhonah anak yang belum mumayyiz korban perceraian. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang 
bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka 
(Library Research) dan wawancara. Hasil penelitiaan, pelaksanaan hak hadhanah terhadap anak 
yang belum mumayyiz,  timbul ketika telah terjadi perceraian di antara kedua orang tuanya di 
Pengadilan Agama dan mereka berselisih tentang siapa yang berhak memelihara anak tersebut. 
Untuk menentukan hak hadhanah, dapat dilihat dari situasi dan kondisi anak serta orang tuanya: 
a. Anak yang masih kecil dan menyusui lebih diprioritaskan si ibu. b. Orang tua yang berhak 
melakukan hadhanah adalah yang memenuhi syarat sebagai pengasuh dan juga dapat dengan 
melihat fakta hukum yang terjadi yaitu dengan bukti-bukti yang menunjukan kemana si anak 
lebih condong di antara mereka. Penyelesaian sengketa hadhanah dapat ditempuh dilakukan 2 (dua) 
cara yaitu: penyelesaian sengketa hadhanah diluar pengadilan (perdamaian/sulh) dan melalui 
lembaga peradilan. Penyelesaian diluar pengadilan atau secara perdamaian dengan menerapkan 
metode At-Tahkim, yakni menunjuk seseorang hakam sebagai pihak yang akan menengahi diantara 
mereka, terdiri dari wakil dari pihak suami dan pihak istri yang ditunjuk sebagai penengah diantara 
keduanya. Sedangkan cara penyelesaian melaui lembaga peradilan dapat ditempuh melalui mediasi 
atau melalui mediator yang berasal dari Peradilan Agama. Jika dalam proses mediasi mengalami 
kegagalan, maka penyelesaian sengketa hadhanah dilakukan melalui proses persidangan. 
 
 
Kata Kunci: Perceraian, Hadhonah, Kompilasi Hukum Islam. 
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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF ARTICLE 156 LETTERS A AND B ISLAMIC LEGAL 

COMPILATION AGAINST CHILDREN'S  (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 118 / 

PDT.G / 2018 / PA.Mdn) 

By 

ILMA NOVIA DESTRI HS 
158400019 

 
 Hadhanah is a right for children who are underage, because he needs supervision, 
care, implementation of his affairs, and people who educate him. No exception for children 
whose parents have divorced, often this hadhonah problem often causes problems and disputes 
between the two divorced parties. 
 The problem in this study is how the implementation of Article 156 letters a and b of 
the Compilation of Islamic Law on the hadhonah of children who are not yet mumayyiz and how 
to resolve disputes over the hadhonah of children who have not yet been mumayyiz victims of 
divorce. 
 This type of research used in writing this thesis is normative juridical descriptive 
analysis. Data collection techniques used were literature study (Library Research) and 
interviews. The results of the research, the exercise of the right of hadhanah for children who 
have not yet begun mumayyiz, arises when a divorce has taken place between the parents in the 
Religious Court and they disagree over who has the right to care for the child. In the application 
of Article 156 KHI in Decision Number 118 / Pdt.G / 2018 / PA.Mdn, it is a form of exception, 
because the hadhanah fell to the father. This is due to the mother who converts after divorcing to 
live with her parents who are not Muslim. 
 Hadhanah dispute resolution can be done in 2 (two) ways, namely: settlement of 
hadhanah disputes outside the court (peace / sulh) and through the judiciary. Settlement of 
disputes on hadhanah for children who are not yet mumayyiz due to divorce where the right of 
hadhanah is given to his father so that it deviates from the provisions of the Compilation of 
Islamic Law article 105. However, given the environment and parents where the mother lives, 
she is not Muslim, so the holder of the hadhanah falls to the father. Regarding the right of 
hadhanah, in KHI mothers are the most entitled to get it, but this is not absolute, because there 
are other considerations that can result in a mother losing her hadhan rights. When the mother 
does not get her right of birth, the closest relative will replace her, in this case the father's side. 
And his father's right also in terms of providing Islamic education, where the child remains in 
the teachings of his religion if after the divorce the wife lives with her parents who are not 
Muslim. 
 
Keywords: Divorce, Hadhanah, Compilation of Islamic Law. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Permasalahan mengenai perkawinan hingga perceraian telah diatur dalam 

Undang-Undang Perkawinan maupun dalam perundang-undangan lainnya. 

Dimulai dari ditentukannya syarat yang menyertai suatu perkawinan sampai pada 

tata cara apabila terjadi perceraian atau pemutusan perkawinan.  

Dalam ajaran agama Islam, perkawinan memiliki nilai ibadah. Pasal 2 

Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang 

sangat kuat (Mistqan Ghalidan) untuk mentaati perintah Allah SWT dan 

melaksanakan perkawinan juga merupakan ibadah, sedangkan tujuan perkawinan 

menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk itu suami istri perlu saling  

membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan 

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material, 

sejalan dengan Firman Allah dalam QS. Ar-Rum, 30:21, yang artinya: 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berpikir.” 

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan 

orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya maupun dalam 

pembentukan akhlaknya. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan peran dan 
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tanggung jawab dari kedua orang tua karena pada dasarnya mereka adalah sosok 

yang sangat menentukan tumbuh dan kembangnya seorang anak. 

Suatu perkawinan dapat putus karena perceraian, hal ini disebutkan dalam 

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yaitu: Perkawinan dapat putus karena; a. 

kematian; b. perceraian; dan atas keputusan pengadilan. Perceraian dipilih sebagai 

solusi terhadap problem yang terjadi dalam bahtera rumah tangga, sebaliknya 

tidak selamanya perceraian memberikan ketenangan seperti apa yang dikehendaki.  

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian, kalau perceraian 

itu lebih baik daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan. Walaupun maksud 

dari perkawinan itu mencapai kebahagian dari kerukunan hati masing-masing, dan 

kebahagian, akan tetapi hal itu tidak dapat dipaksakan. Karena itu Islam tidak 

mengikat mati perkawinan, api tidak pula mempermudah perceraian. Artinya 

perceraian adalah tindakan terakhir yang dilakukan setelah terlebih hulu 

menempuh usaha-usaha perdamaian. Demi kebahagiaan yang dapat diharapkan 

sesudah terjadi perceraian tanpa ada penyesalan.1 

Sebuah rumah tangga yang berujung perceraian akan menimbulkan 

beberapa akibat hukum, salah satunya akibat hukum terhadap anak, yakni terkait 

pemeliharaan dan pengasuhan pasca terjadinya perceraian. Anak pun menjadi 

bingung harus  memilih untuk bersama ayah atau ibunya. Hal ini merupakan suatu 

pilihan yang sulit, karena anak membutuhkan kedua orang tuanya. Oleh karena itu 

masalah memelihara anak/pengasuhan (hadhanah) pasca terjadinya perceraian 

sangat perlu diperhatikan. 

                                                             
1 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, hal.247. 
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3 
 

Hak asuh anak atau dalam hukum Islam dikenal dengan istilah hadhanah. 

Hadhanah adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik anak hingga ia 

dewasa atau mampu berdiri sendiri.2 Adakalanya permasalahan hadhanah 

terkadang menjadi polemik yang berkepanjangan, dikarenakan adanya 

kecenderungan dari masing-masing pihak yang bercerai ingin memperoleh hak 

hadhanah atas anak mereka ketika perkara hak asuh anak tidak dapat 

dikompromikan. Berbagai tindakan pun dilakukan mereka, diantaranya; satu sama 

lain saling menuduh telah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua, menuduh 

tidak mampu mengurus anak, saling mencegah kunjungan salah satu orang tua, 

bahkan yang paling memperhatikan adanya orang tua yang mempengaruhi pola 

pikir dan psikis anak tentang perilaku buruk ayah atau ibunya,yang bertujuan agar 

si anak berada dalam pengasuhannya, akibatnya anaklah yang menjadi korban. 

Oleh karena sebab itu diperlukan penyelesaian terhadap hal tersebut, agar tidak 

terjadi hal-hal yang dapat merugikan para pihak yang bersengketa termasuk juga 

anak. 

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 

senantiasa harus dijaga dan dibina karena melekat harkat, martabat dan hak-hak 

sebagai manusia yang harus dijujung tinggi. Orang tua tidak hanya dituntut 

memberikan kasih sayang namun juga bertanggung jawab atas pemeliharaan, 

perhatian, serta hal-hal yang dibutuhkan seorang anak. Anak-anak merupakan 

tolak ukur bagi keberhasilan dan orang tua menilai diri sendiri berdasarkan sukses 

dan prestasi yang didapatkan oleh si anak.3 Jadi jika anak-anak tersebut tumbuh 

dan berkembangan serta memiliki kecerdasaan dan masa depan yang cemerlang 
                                                             

2
 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam,  Jakarta, 1996, hal. 4. 

3 Severe, Resorasi Media Perlindungan Anak Konflik Hukum, Terjemahan Aviandari D. 
Yogyakarta, PT Budi Pustaka, 2005, hal. 28. 
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4 
 

maka orang tua baru bisa dikatakan berhasil dan sukses dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai orang tua.  

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab apabila 

mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada 

kebinasaan. Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia 

membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang 

mendidiknya. 

Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan 

ibu bapaknya, karena dengan adanya pengawasan dan perlakuan akan dapat 

menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya serta mempersiapkan 

diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang.4 

Berdasarkan putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PS.Mdn, dimana telah terjadi 

perceraian antara Jimi Bin Johansah dengan Santi Risma Megawati Samosir Binti 

Karal Samosir, dengan Jimi Bin Johansah selaku Pemohon. Pemohon dan 

Termohon menikah secara Islam pada tanggal 24 Mei 2009, sesuai kutipan akta 

nikah nomor 527/162/V/2009, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang tertanggal 24 Mei 2009. 

Pemohon dan Termohon dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing 

masih di bawah umur.5  

Permohonan perceraian oleh Pemohon atas Termohon tidak dapat 

dihindari dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran diantara keduanya. 

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka 

pertimbangan hukum hakim atas permohonan menyatakan mengizinkan kepada 
                                                             

4 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta, Raja 
Grafindo Persada, 2009, hal.216. 

5 Putusan Pengadilan Agama Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mdn. 
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Pemohon menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang 

Pengadilan Agama Medan, menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Callista 

Wulandari binti Jimmi, Andyka Wicaksana bin Jimmi dan Vannesa Safira binti 

Jimmi di bawah asuhan (hadhanah) Termohon sampai anak-anak tersebut 

mumayyiz, mewajibkan kepada Pemohon untuk menyerahkan 3 (tiga) orang anak 

yang tersebut dalam diktum putusan kepada Termohon dengan tidak kehilangan 

haknya untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anaknya. 

          Berdasarkan uraian  diatas maka penulisan skripsi ini diberi judul 

Pelaksanaan Pasal 156 Huruf a Dan b Kompilasi Hukum Islam Terhadap 

Hadhanah Pada Anak Yang Belum Mumayyiz (Studi Kasus Putusan Nomor 

118/Pdt.G/2018/PA.Mdn) 

B. Rumusan Masalah 

 Untuk mempermudah pemahaman materi dan agar tidak menyimpang dari 

pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dalam penelitian 

ini perlu penyusunan permasalahan secara terperinci sebagai berikut : 

1.  Bagaimana penerapan pelaksanaan Pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum 

Islam terhadap hadhanah pada anak yang belum mumayyiz?  

2. Bagaimana penyelesaian sengketa atas hadhanah anak yang belum mumayyiz 

korban perceraian? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui penerapan pelaksanaan Pasal 156 huruf a dan b Kompilasi 

Hukum Islam terhadap hadhanah  pada anak yang belum mumayyiz. 
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2. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa atas hadhanah anak yang belum 

mumayyiz korban perceraian. 

D. Manfaat penelitian 

Melalui penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat memberikan 

manfaat, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat 

dan cukup jelas bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan 

hukum perdata pada khususnya, terlebih mengenai pelaksanaan Pasal 156 

huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam terhadap hadhanah pada anak yang 

belum mumayyiz. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang 

berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca mengenai pelaksanaan 

Pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam terhadap hadhanah pada 

anak yang belum mumayyiz. 

 E. Hipotesa Penelitian 

Dalam suatu penulisan karya ilmiah hipotesis sangat diperlukan dalam 

melakukan suatu penelitian guna mendapat kebenaran yang ilmiah. Hipotesis 

dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang 

masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan 

masalah sementara waktu.6  

Hipotesa berasal dari kata-kata hypo dan thesis yang masing-masing 

                                                             
6 Samsul Arifin, Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum, Medan, Medan 

Area University Press,  2012, hal.38. 
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berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. 
Hipotesa diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-
perkiraan yang maish harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau 
berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.7 
 

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dalam Pasal 156 huruf (a), (b), (c) Kompilasi Hukum Islam adalah: 

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:8 

(a)Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, 

kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 

2. Ayah; 

3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 

4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 

5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 

(b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah 

dari ayah atau ibunya. 

(c) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan 

jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah 

dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan 

Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang 

mempunyai hak hadhanah pula. 

Dari penjelasan pasal di atas mengenai urutan-urutannya yang berhak 

melakukan hadhanah tidak jauh berbeda dengan pendapat ulama fiqih, maka 

hak hadhanah tersebut menunjukkan bahwa kewenangan seorang ibu lebih 

                                                             
 7 Ibid. 

8 Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. 
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berhak memelihara anak yang belum mumayyiz, kecuali jika ada hal yang 

benar-benar seorang ibu tidak berhak atas pengasuhan anak. Sehingga hak asuh 

itu bisa diberikan pada garis lurus ibu ke atas dan apabila anak tersebut telah 

dewasa maka dia boleh untuk memilih sendiri kepada siapa dia akan diasuhnya 

dan Pengadilan juga berwenang atas pemindahan hak asuh anak karena melihat 

pada kepentingan anaknya. 

2. Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. No. 35 tahun 2014 

     tentang Perlidungan Anak yang menyatakan:9 

(1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada 

alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu 

adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan 

terakhir. 

(2) Dalam terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap 

berhak: 

a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua 

orang tuanya. 

b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan 

untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan 

kemampuan, bakat, dan minatnya. 

c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan 

d. Memperoleh Hak Anak lainnya. 

Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagaimana penjelasan 

pada pasal 9 yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang anak berhak 

                                                             
9 Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. No. 35 tahun 2014 tentang 

Perlidungan Anak. 
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untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai 

dengan kepentingan terbaiknya. Hak anak untuk mempertahankan hubungan 

dengan orang tuanya jika terpisah dari salah satu atau keduanya, maka 

kewajiban Negara dalam kasus di mana pemisahan seperti itu terjadi akibat 

tindakan Negara. Namun dalam hal ini Negara juga berwenang atas pemisahan 

anak dari orang tuanya sesuai dengan keputusan pengadilan. Oleh karena itu 

dari ketentuan hukum mengenai perlindungan anak, bahwa prinsipnya yaitu 

pada asas kepentingan terbaik bagi anak yang harus dijadikan pertimbangan 

utama ketika kedua orang tuanya memutuskan untuk bercerai. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Hadhanah 

1. Pengertian Hadhanah 
 

Hadhanah secara etimologi (bahasa) ialah jamak dari kata ahdhan atau 

(hudhun) terambil dari kata hidhn yang berarti anggota badan yang terletak atau 

berada di bawah ketiak,1
 atau juga bisa disebutnya dengan “meletakkan sesuatu 

dekat tulang rusuk atau pangkuan”. Maksudnya adalah pendidikan dan 

pemeliharaannya anak sejak dari lahir sampai sanggup mandiri atau berdiri 

sendiri.2  

Menurut kamus besar bahasa Indonesia hadhanah pemeliharaan anak 

(hadhanah) terdiri dari dua kata yaitu pemelihara dan kata anak, pemelihara 

berasal dari kata pelihara yang memiliki arti jaga. Sedangkan kata pemeliharaan 

yang berarti proses, cara, perbuatan penjagaan, perawatan pendidikan.3 

Berdasarkan dari penjelasan secara bahasa (etimologi) di atas, bahwa 

makna dari hadhanah ialah sebagai mengasuh anak dan mendidiknya sejak 

pertama kali keberadaanya di dunia ini. Baik hal tersebut dilakukan oleh ibu atau 

ayahnya maupun oleh orang lain yang menggantikannya, sehingga hadhanah 

merupakan langkah pertama dalam perwalian atau bimbingan terhadap anak.4 

Dalam buku hukum Perdata Islam di Indonesia, dikatakan bahwa 

hadhanah adalah memelihara seorang anak yang belum mampu hidup  mandiri 

                                                             
1Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir-Kamus Arab-Indonesia, Yogyakarta,  Ponpes            

Al-Munawwir, hal. 296. 
2
 Abd.Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, Jakarta, Prenada Media, 2003, hal. 175. 

3Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai 
Pustaka, 1989, hal. 661 

4 Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqih Anak, Cet.1, Jakarta, PT. Al-Mawardi Prima, 2004, hal. 
101. 
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yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukan baik dalam bentuk 

melaksanka maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.5 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

hadhanah adalah hak yang berkaitan dengan seorang anak yang masih kecil baik 

itu anak laki-laki maupun perempuan karena ia masih sangat membutuhkan 

perawatan, pemeliharaan, penjagaan, pendidikan dan melindunginya serta kasih 

sayang yang kemudian untuk lebih bisa membimbing untuk membedakan baik 

dan buruk perilaku agar menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung 

jawab di masa depannya. 

2. Dasar Hukum Hadhanah 

Dasar hukum melakukan hadhanah adalah wajib, karena pada prinsipnya 

dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi, baik atau 

keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal yang menjerumuskan mereka ke 

dalam neraka. Jika hadhanah itu dilalaikan akan merusak anak sehingga wajib 

menjaganya dari kehancuran, begitu juga wajib menafkahi dan menghindarkan 

anak dari hal-hal yang dapat mencelakakannya.6 

Dalam Al-Qur’an tercantum ketentuan untuk pemeliharaan anak, dalam 

surat  At-Tahrim ayat 6 yang artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”7 

                                                             
5 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam, Jakarta, Sinar Grafindo, 2003, hal. 67. 
6 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka fiqh al-qadha, Cet. 1, 

Jakarta, Rajawali Press, 2012, hal. 205. 
7 Mahmud Junus, Al-Qur’an dan Terjemahan Al-Qur’an Al Karim, Bandung, PT. Al-Maarif, 

1994, hal. 4560. 
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Pada ayat tersebut di atas, orang tua di tuntut untuk memelihara 

keluarganya agar terpelihara dari api neraka dan seluruh anggota keluarganya 

melaksanakan perintah dan meninggalkan laranganNya, termasuk juga anak.8 

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

pemeliharaan anak diatur di dalam Pasal 45 dan 49 sebagai berikut: 

Pasal 45 
 

(1)Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-

baiknya. 

(2)Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini berlaku 

sampai  anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku 

terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. 

Pasal 49 

(1)Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap 

seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang 

lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang 

telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan 

dalam hal-hal: 

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; 

b. Ia berkelakuan buruk sekali; 

(2)Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban 

untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. 

Mengenai  hadhanah, seorang bapak dan ibu tetap berkewajiban untuk 

memeliharanya meskipun ikatan perkawinan dari kedua orang tuanya telah putus, 

                                                             
8 Abdurahman Ghodzali, Fiqih Munahakat, Jakarta, Kencana, 2008. hal.177. 
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sebagaimana telah diatur dalam pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan dinyatakan: 

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian: 

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan 

mengenai penguasaan anak- anak pengadilan memberi keputusannya. 

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan 

yang diberlakukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat 

memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut 

memikul biaya tersebut. 

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak disebutkan pada Bab 

XIV Pasal 98, Pasal 105 dan Pasal 156. Pasal 98 dijelaskan sebagai berikut: 

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh 

satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau 

belum pernah melangsungkan perkawinan. 

2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di 

dalam dan di luar pengadilan. 

3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang 

mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya 

meninggal. 

Jadi, dengan adanya perceraian, hadhanah bagi anak yang belum mumayiz 

dilaksanakan oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan tersebut tetap dipikulkan 
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kepada ayahnya. Tanggung jawab ini tidak hilang meskipun mereka bercerai. Dari 

penjelasan pasal tersebut bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan 

anak-anaknya dengan cara mendidik, serta membekali dengan ilmu pengetahuan 

untuk menjadi bekal mereka di hari dewasanya.9
 

Dari yang disebutkan diatas, mengenai pemeliharaan anak, dapat disimpulkan 

bahwa pemeliharaan anak hukumnya bersifat wajib. Adanya sifat wajib disini 

ialah baik orang tuanya dalam ikatan perkawinan maupun bercerai, mereka tetap 

harus merawat, melidungi, menjaga anak-anaknya sebaik mungkin tanpa 

menghilangkan hak anak tersebut. 

3. Syarat dan Tujuan Hadhanah 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pemeliharaan anak 

sedemikian rupa. Namun, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan maupun KHI tidak membahas mengenai syarat-syarat pihak yang 

berhak atas pengasuhan. Hal Ini berbeda dengan aturan hukum islam yang 

menetapkan bahwa seorang pengasuh harus memenuhi beberapa kriteria jika ingin 

mendapatkan hak asuhnya.10 

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang 

menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut 

hadhin dan anak yang diasuh atau mahdhun. Keduanya harus memenuhi syarat 

yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan 

perkawinan, ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak 

hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus 

                                                             
9 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal.65. 
10 Arskal Salim, dkk, Demi Keadilan dan Kesetaraan, Jakarta, Puskumham, 2009, hal. 69. 
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berpisah, maka ibu dan/atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara 

sendiri-sendiri.11 

Mengingat adanya syarat-syarat bagi pengasuh anak maka hal tersebut 

menjadi kepentingan anak, mengenai syarat secara jelasnya ialah, sebagai 

berikut:12 

1. Mukallaf (sudah baligh berakal), karena orang yang belum baligh, orang-orang 

yang kurang akal dan yang mempunyai sifat-sifat yang dapat membahayakan si 

anak.13
 Oleh sebab itu seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau 

ingatannya tidak layak melakukan hadhanah. Ahmad bin Hanbal 

menambahkan agar yang melakukan hadhanah tidak mengidap penyakit 

menular.14
 

2. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik 

mahdhun (anak yang diasuhnya) dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang 

bisa mengakibatkan tugas hadhanah menjadi terlantar. 

3. Mempunyai sifat amanah, maka dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan 

anak, karena orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang 

baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu ia tidak layak melakukan tugas 

ini. 

4. Tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki yang lain, apabila pengasuh 

itu adalah wanita atau ibu kandungnya, sesuai dengan sabda Rasulullah kepada 

seorang wanita yang anaknya akan diambil oleh bekas suaminya: 

                                                             
11 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan, ed.I.,cet.III, Kencana, Jakarta, 2009, h.328. 
12

 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta, 
Kencana, 2010, hal. 172. 

13 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta, Bulan Bintang, 
1974, hal. 134. 

14 Satria Effendi M. Zein, Op.Cit. 
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“…Engkau lebih berhak terhadap anakmu itu selama engkau belum 

menikah lagi.”(HR. Abu Dawud). 

5. Seseorang yang melakukan hadhanah harus beragama Islam. Karena tugas 

pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama 

anak yang diasuh. Apabila anak diasuh oleh orang yang bukan Islam 

dikhawatirkan anak akan agamanya.44 

6. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa 

besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini  disebut fasiq 

yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah 

tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih 

kecil.15 

Mengasuh anak setelah perceraian itu adalah penguasaan atas anak yang 

diasuh dan ibu lebih utama daripada ayah karena kasih sayang ibu lebih banyak. 

Dalam kitab Kifayatul Akhyar,16 Jika ibu berkeinginan mengasuh anak setelah 

perceraian, maka ia harus memenuhi beberapa syarat: 

1. Berakal. 

Ibu yang gila tidak berhak mengasuh anak, baik gilanya terus menerus maupun 

terputus-putus. Kalau gilanya kadang-kadang ada masanya tidak lama. 

Misalnya, dalam beberapa tahun gilanya satu hari, maka hak asuhnya tidak 

batal seperti yang sesekali terjadi lalu hilang. 

2. Merdeka 

                                                             
15 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2007, hal. 

329. 
16 Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, Kifayatul Akhyar, jil.II. Penerjemah Achmad Zaidun 

dan A. Ma‟ruf Asrori, Surabaya, Bina Ilmu, 1997, hal.645. 
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Budak perempuan kemanfaatannya adalah milik tuan pemilik budak itu. Jadi, 

ia tidak boleh disibukkan dengan mengasuh anak. Disamping itu, mengasuh 

anak termasuk jenis penguasaan sedangkan budak tidak memiliki hak 

penguasaan. 

3. Beragama Islam 

Ibu yang kafir tidak berhak mendidik anaknya yang Islam, sebab si ibu akan 

menipu si anak dan si anak akan tumbuh menjadi seperti kebiasaan ibunya. 

Disamping itu, mengasuh anak adalah penguasaan terhadap anak tersebut, 

padahal orang kafir tidak berhak menguasai orang Islam. 

4. Menjauhkan diri dari hal yang tidak baik. 

5. Dapat dipercaya. 

Ibu yang fasiq tidak berhak mengasuh anak setelah perceraian karena 

mengasuh anak berarti menguasai anak tersebut, sedangkan ibu yang fasiq 

tidak terjamin amanahnya dalam memelihara anak, serta anak dikhawatirkan 

akan tumbuh dewasa meniru cara hidup ibu yang fasiq. 

6. Ibu tidak menikah lagi. 

Kalau istri yang dicerai itu menikah lagi pasti akan sibuk melayani suami yang 

baru sehingga akan menyengsarakan anak. Kerelaan suami yang baru tidak 

berpengaruh dalam hak asuh ini sebagaimana kerelaan tuan juga tidak 

berpengaruh pada hak asuh budak perempuan (yakni walaupun suami yang  

baru itu rela, ibu tetap tidak berhak mengasuh anak). 

7. Menetap (tidak musafir). 

Ibu lebih berhak mengasuh anak setelah perceraian apabila ayah dan ibu 

setelah perceraian menetap di suatu negara. Apabila salah satunya akan 
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bepergian ke negara lain maka dilihat dahulu persoalannya. Kalau 

berpergiannya untuk keperluan tertentu seperti haji, maka tidak boleh 

membawa anak. Karena biasanya perjalanan seperti ini berbahaya dan banyak 

kesulitannya. Maka diasuh oleh ayahnya. 

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (mahdhun) itu adalah: 

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam 

mengurus hidupnya sendiri. 

2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena itu tidak 

dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang 

telah dewasa dan sehat sempurna akalnya tidak boleh berada di bawah 

pengasuhan siapapun.17 

Secara eksplisit tujuan hadhanah tercantum dalam Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 156 (c) yang berbunyi: 

Apabila pemegang hak hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan 

jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, 

maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat 

memindahkan hak hadhanah kepada orang lain yang mempunyai hak 

hadhanah pula.18 

 
Berdasarkan Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan hadhanah 

adalah untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani seorang anak. Lebih 

lanjut tercapainya tujuan hadhanah tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab 

kedua orang tuanya, sebab baik buruknya sifat dan kelakuan anak-anak, 

sepenuhnya tergantung baik buruknya pendidikan yang diberikan oleh kedua 
                                                             

17 Amir Syarifuddin, Op.Cit, hal.330. 
18 Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. 
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orang tuanya,19 selain itu mengabaikan pemeliharaan anak berarti menghadapkan 

anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.20
 

4. Pihak-pihak Yang Berhak Atas Hadhanah 

Undang-undang No. 1 tahun 1974 di dalam pasalnya menerangkan 

mengenai seorang yang berhak atas hadhanah anak di bawah umur adalah orang 

tuanya. Apabila hak asuh orang tua dicabut, maka hak asuh tersebut berpindah ke 

keluarga garis lurus ke atas, berpindahnya kekuasaan anak itu adanya yang 

menuntut pengalihan tersebut, hal ini tertuang di dalam Pasal 47, 48, 49 Undang-

Undang Perkawinan yang menyatakan: 

Pasal 47 

1. Anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah 

melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama 

mereka tidak dicabut dari kekuasaanya. 

2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum 

didalam dan diluar Pengadilan. 

Pasal 48 

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-

barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) 

tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila 

kepentingan anak itu menghendakinya. 

Pasal 49 

                                                             
19

 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi 
Kritis Pekembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, hal. 311-312. 

20 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta, Raja 
Grafindo Persada, 2009. hal. 217. 
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(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap 

seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua 

yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung 

yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan 

pengadilan dalam hal-hal: 

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; 

b. Ia berkelakuan buruk sekali. 

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap 

berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. 

Adanya penjelasan mengenai hak orang tua yang dicabut hak asuh anaknya, 

yaitu apabila dari salah satu orang tuanya tidak mampu untuk merawat serta 

mengasuh atau tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh anak, maka yang 

didahulukan dalam pemeliharaan anak adalah kepentingan anak tersebut. Karena 

jika hak asuh anak tetap diberikan pada orang tuanya yang tidak mampu 

mengasuh anaknya, maka ditakutkan dari orang tua tidak dapat menjamin 

keselamatan bagi anak itu sendiri dan akan menyebabkan anak menjadi terlantar. 

Mengenai urutan-urutan yang berhak atas hadhanah pada anak yang 

belum mumayyiz menurut pasal 156 huruf (a), (b), (c) Kompilasi Hukum Islam 

adalah: 

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 

(a)Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, 

kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 

2. Ayah; 
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3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 

4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 

5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 

(b)Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah 

dari ayah atau ibunya. 

(c)Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan 

jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, 

maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat 

memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak 

hadhanah pula. 

Dari penjelasan pasal di atas maka hak hadhanah tersebut menunjukkan 

bahwa kewenangan seorang ibu lebih berhak memelihara anak yang belum 

mumayyiz, kecuali jika ada hal yang benar-benar seorang ibu tidak berhak atas 

pengasuhan anak. Sehingga hak asuh itu bisa diberikan pada garis lurus ibu ke 

atas dan apabila anak tersebut telah dewasa maka dia boleh untuk memilih sendiri 

kepada siapa dia akan diasuhnya dan Pengadilan juga berwenang atas pemindahan 

hak asuh anak karena melihat pada kepentingan anaknya. 

Pasal 105 menjelaskan: 

“Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 

memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya di 

antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”. 

5.Masa Berlakunya Hadhanah 

a. Periode Sebelum Mumayyiz 
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Periode ini dimulai dari waktu anak itu lahir sampai menjelang umur 7 

(tujuh) tahun atau 8 (delapan) tahun. Pada masa tersebut anak masih dikatakan 

belum mumayyiz, karena masih belum bisa membedakan antara yang bermanfaat 

dengan yang berbahaya bagi dirinya. Adanya syarat-syarat sebagai pengasuh pada 

periode ini, ulama menyimpulkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak 

untuk selanjutnya melakukan kewajiban hadhanah. Karena anak pada masa itu 

masih membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya,21
 dan tidak ada batasan waktu 

tertentu mengenai habisnya, hanya saja ukuran yang dipakai adalah mumayyiz dan 

kemampuan berdiri sendiri, jika ia telah dapat membedakan ini dan itu serta dapat 

memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri maka hadhanahnya berakhir.22 

Dalam ketentuan Undang-undang tidak dijelaskan secara rinci umur 

masing-masing anak, baik itu anak laki-laki maupun perempuan, tetapi dari hal 

tersebut menjelaskan batasan umur anak terakhir di bawah pengasuhan orang 

tuanya, seperti yang dijelaskan dalam KHI pasal 105 huruf (a) bahwa: 

“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) 

tahun adalah hak ibunya”. 

Di dalam Undang-undang perkawinan terdapat perbedaan mengenai umur 

pencapaian anak yang belum mumayyiz. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 

ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa: 

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah 

melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama 

mereka tidak dicabut kekuasaannya.” 

b. Periode Mumayyiz 
                                                             

21 Satria Effendi M. Zein, Op.Cit, hal. 181. 
22 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha, Cet.1, 

Jakarta, Rajawali Prees, 2012, hal.242. 
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Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 105 huruf (b) bahwa seorang anak 

yang sudah mumayyiz boleh menentukan pilihan diantara ayah atau ibunya 

sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Akan tetapi apabila dalam satu kondisi 

dimana pilihan anak itu tidak menguntungkan bagi dirinya, maka yang berhak 

menentukan siapa yang paling berhak melakukan hadhanah pada orang-orang 

yang memiliki kualifikasi sama adalah Qadhi yaitu hakim Pengadilan Agama. 

Sebagaimana telah diatur juga dalam pasal 156 huruf (c) menjelaskan, apabila 

pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan anaknya, maka 

pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang 

mempunyai hak atas itu. 

 

6. Akibat Hukum Hadhanah 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Pada dasarnya kedua orang tua berkewajiban memelihara anak yang masih di 

bawah umur akibat perceraian. Hal tersebut dinyatakan dalam pasal 48 huruf a 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa ibu dan bapak 

tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi 

kepentingan anak.23 

Menurut Kompilasi Hukum Islam ada beberapa kewajiban yang harus 

dilakukan oleh orang yang mendapat hak hadhanah anak yang belum dewasa 

yang diakibatkan dari perceraian, yang diatur dalam pasal 106 Kompilasi Hukum 

Islam sebagai berikut:24 

                                                             
23 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, Direktorat Jendaral Bimbingan 

Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, hal. 18. 
24 Pasal 106 Kompilsi Hukum Islam. 
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1) Orang yang berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anak yang 

belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan 

memindahkan atau menggadaiakanya kecuali karena keperluan yangn 

mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu 

kenyataan yang tidak dapat dihindari lagi. 

2) Orang tua bertanggung jawab kerugian atas kerugian yang ditimbulkan karena 

kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut. 

 

 

 

 

B. Tinjauan Tentang Putusan Hakim 
 
1. Definisi Putusan Hakim 

Definisi Putusan Hakim menurut Andi Hamzah adalah Hasil atau 

kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak 

yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan sedangkan menurut Sudikno 

Mertokusumo, putusan hakim adalah25
 suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai 

pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan 

bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa 

antara para pihak. 

Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga 

pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis kemudian diucapkan oleh 

Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai 
                                                             

25 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty,1986. hal. 
206. 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA



kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan dipersidangan oleh hakim.26
 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang 

diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam 

menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak yang berperkara 

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 

Berdasarkan pasal 184 HIR suatu putusan hakim harus berisi: 
 
a. Suatu keterangan singkat tetapi jelas dari isi gugatan dan jawaban 

b. Alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar dari putusan hakim 

c. Keputusan hakim tentang pokok perkara dan tentang ongkos perkara 

d. Keterangan apakah pihak-pihak yang berperkara hadir pada waktu keputusan         

itu dijatuhkan 

e. Kalau keputusan itu didasarkan atas suatu undang-undang, ini harus disebutkan 

f. Tanda tangan hakim dan panitera 

2. Asas-Asas Putusan Hakim 

Asas-asas ini dijelaskan dalam pasal 178 H.I.R Pasal 189 R.Bg. dan 

beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang 

kekuatan kehakiman. 

a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci 

Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus 

berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Karena putusan yang tidak 

memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan. 

Hal ini ditegaskan dalam pasa 25 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 

tentang kekuasaan kehakiman, yaitu bahwa “ Segala putusan pengadilan harus 
                                                             

26 Ibid. hal.175 
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memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal 

peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang 

diputus atau berdasarkan sumber hukum laiinya, baik yang tertulis, seperti 

yurisprudensi atau doktrin hukum, maupun yang tidak tertulis, seperti hukum 

kebiasaan dan hukum adat. “ dan untuk memenuhi kewajiban itu, pasal 28 ayat (1) 

undang-undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan keadilan, 

wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat. 

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan 

Asas ini sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R , 

Pasal 189 ayat (2) R.Bg dan Pasal 50 Rv. Dimana dalam setiap putusannya hakim 

harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang 

diajukan Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan 

mengabaikan gugatan selebihnya, karna cara mengadili yang demikian 

bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang. 

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan 

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan 

dalam gugatan. Larangan ini disebut ultra petitum partium. Asas ini ditegakkan 

dalam Pasal 179 ayat (3) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Menurut asas ini “Hakim yang 

mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui 

batas wewenang atau ultra vires yakni bertindak melampaui wewenangnya 

(beyond the powers of his authority).  

C. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim 

a. Definisi Pertimbangan Hakim 
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Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 

keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu 

juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga 

pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila 

pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang 

berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan 

Tinggi/Mahkamah Agung. 

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya 

pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling 

penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk 

memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar 

terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat 

menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/ fakta tersebut 

benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya 

hubungan hukum antara para pihak. 

b. Dasar Pertimbangan Hakim 

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan 

kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil 

penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah 

satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim 

merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur 

tercapainya suatu kepastian. 
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Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX 

Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. 

Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang 

bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 

24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan 

kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan 

Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya 

Negara Hukum Republik Indonesia.27
 Kekuasaan kehakiman merupakan 

kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa 

kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra 

yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. 

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena 

tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, 

sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V, Yogyakarta, 

Pustaka Pelajar, 2004, hal.142. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan melalui studi putusan Nomor 

118/Pdt.G/2018/PA.Mdn.  Waktu penelitian ini direncanakan dalam waktu 4 

(empat) bulan dengan tahapan yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini: 

Waktu Penelitian 

No. Kegiatan 
September 

2019 
Oktober  

2019 
Nopember 

2019 
Agustus 

 2020 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Penyusunan Proposal                 
2 Bimbingan Proposal                 
3 Perbaikan                 
4 Seminar                  

5 Bimbingan dan Perbaikan 
sebelum seminar hasil 

                

6 Seminar Hasil 
penyempurnaan 

                

7 Sidang                  
 

B.Metodologi Penelitian 
1. Jenis  Penelitian 

 
Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian 

yuridis normatif. Penelitian didasarkan pada data primer dan data sekunder yang 

diperoleh dari penelitian lapangan, dengan didukung oleh penelitian kepustakaan 

yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.1 

Penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan 

perundangan-undangan, Selanjutnya menganalisa hukum tersebut,  baik melalui 

buku-buku, melakukan pengkajian terhadap perundang-undangan yang 

berhubungan hukum dan pelaksanaannya. 
                                                             

1Ronitijo Hanitjo Soemitro, Methodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Semarang: 
Ghalatia Indonesia,  1998, hal 11. 
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2. Sifat Penelitian 

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, maksudnya dari 

penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang 

permasalahan yang akan diteliti. Analisis yang  dimaksudkan berdasarkan 

gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis yang cermat untuk 

menjawab permasalahan,2 sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan 

pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Studi pustaka (Library Research) 

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang 

berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kegiatan studi pustaka tersebut 

dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Penentuan sumber data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder), berupa 

peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum dan literatur 

bidang ilmu pengetahuan hukum. 

2. Identifikasi data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder) yang 

diperlukan. 

3. Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara 

pengutipan atau pencatatan. 

4. Pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan   

kebutuhan dan rumusan masalah. 

                                                             
2Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Bandung, Citra 

Aditya Bakti, 2004, hal.122. 
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b. Studi Dokumen (Field Research) 

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang 

tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.. 

Setelah semua data dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisis secara 

kualitatif  dengan menggambarkan atau menguraikan hasil penelitian dalam 

bentuk uraian kalimat secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan yang 

pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan 

yang diteliti. 

4. Analisis Data 

Analisa data merupakan hal sangat penting dalam suatu penelitian dalam 

rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.3 Pada penelitian ini 

analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang 

dilakukan dengan bekerja dengan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.4 Selanjutnya dianalisis 

untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan 

secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat 

khusus,5 sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian 

ini. 

 

                                                             
3Heru Irianto dan Burhan Bungin, Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara dalam 

Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta, Raja Grafindo Persada,  2001, hal.143. 
4 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatis,  Bandung, Remaja Rosdakarya, 2006, hal. 

248. 
5 Ronny Hanitijo Soemitro, Op.cit, hal.57. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Dalam Pasal 156 KHI disebutkan: (a) Anak yang belum mumayyiz berhak 

mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, 

maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas 

dari ibu; Ayah; wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; saudara 

perempuan dari anak yang bersangkutan; wanita-wanita kerabat sedarah 

menurut garis samping dari ayah. (b) Anak yang sudah mumayyiz berhak 

memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. Dalam 

penerapan Pasal 156 KHI dalam Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mdn, adalah 

bentuk pengecualian, karena hadhanah jatuh kepada pihak ayah. Hal ini 

disebabkan si ibu yang muallaf  setelah bercerai tinggal bersama dengan orang 

tuanya yang bukan beragama Islam.  

2. Penyelesaian sengketa hadhanah dapat ditempuh dilakukan 2 (dua) cara yaitu: 

penyelesaian sengketa hadhanah diluar pengadilan (perdamaian/sulh) dan 

melalui lembaga peradilan. Penyelesaian sengketa hadhanah anak yang belum 

mumayyiz akibat perceraian dimana hak hadhanah diberikan kepada ayahnya 

sehingga menyimpang dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 105. Akan 

tetapi mengingat lingkungan dan orang tua tempat tinggal Termohon tidak 

beragama Islam, sehingga pemegang hadhanah jatuh kepada Pemohon.  

Mengenai hak hadhanah, dalam KHI ibu adalah yang paling berhak 

mendapatkannya, namun hal ini tidak mutlak, karena ada pertimbangan-

pertimbangan lain yang dapat mengakibatkan seorang ibu kehilangan hak 
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hadhanahnya. Ketika ibu tidak mendapatkan hak hadhanahnya, maka kerabat 

terdekat lah yang akan menggantikannya, dalam hal ini adalah pihak ayah. Dan 

menjadi hak ayahnya pula dalam hal memberikan pendidikan yang Islami, 

dimana anak tersebut tetap berada dalam ajaran agamanya apabila setelah 

perceraian tersebut si isteri tinggal bersama orang tuanya yang bukan beragama 

Islam. 

B. Saran 

1. Apabila terjadi perceraian antara ibu dan ayah, hak hadhanah harus disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi yang dialami si anak, tetapi jika umur si anak masih 

memerlukan asupan gizi berupa ASI dari si Ibu hendaknya hak hadhanah 

diberikan kepada si ibu secara mutlak, apabila si ibu mengajukan haknya untuk 

mengasuh anak kandungnya, kecuali si ibu memiliki latar belakang yang 

dinyatakan tidak layak atau tidak mampu mengurus anaknya.   

2. Diharapkan kepada siapapun yang mendapatkan hak hadhanah, harus tetap 

memikirkan mental anak, sebab ia mempunyai riwayat orang tua yang telah 

bercerai karena keegoan keduanya. 
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